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PERATURAN DAERAH KABUPA 1m TASIKMALA Y A 

NOMOR : :3 TAHUN2003 

I 
TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK 

DENGANRAKHMATTU~YANGMAHAESA 

Menimbang 

B UP A 11 T ASlKl\I~LAY A 

a bahwa dengsl1 diberlakukannya Undang-undang NomoI' 22 Ta11Un 1999 
tentang Pemerintaban Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nom.or 25 Tabun 
2000 ten tang Kewenangan Perherintah dan Kewenangall Propinsi sebagai 
Daerab Otonom. pe.layanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk merupakan 
bagian kegiatan di bidang pendaftanm penduduk yang merupakan 
wewenang Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi 
Daerah; I 

b. babwa dalam rangka menunjang kelancaran peJayanan penerbitan 
KrutuTanda Penduduk, setiap Jelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
dikenakan retribusi ~ I 

c. bahwa berdasarkan pertimbangb.n sebagaimana dimaksud pada huruf"a dan 
b" di atas, pengaturan dan pen~tapannya perlu dituangkan dalanl Peratrn'an 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

1. Undang-undang Nomor 14 Tflhun 1950 tentang Pembentukan Daerab­
daerah Kabupaten dalam Ling~nngan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Taltun 1950 ); 

2. Undang-undallg Nomor 8 T~un 1981 tel1tang Hukum Acara Pidalla 
(Lembanm Negara Tahun 198~ Nomor 76. TambahaIl LembaraIl Negara 
Nomor 32(9); 

3. Undaug-undang Nomor 18 Tal~ n 1997 tentang P~iak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tamballan Lemb31'an 
Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengall Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
TambahaIl Lembaran N ' gara Npmor 4(48); 

4. Undang-undang Nomor 22 1(allUn 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Neg31'a Tallun 1999 NomoI' 60, Tambaban Lembaral1 Neg31'a 
Nomor 3839); 

5. Undang-undang Nomor 25 T hun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
aIltara Pemerintah Pusat dan DJerah (LembaraIl Negara Tabun 1999 Nomor 
72, ambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

6. Peratrn-rul Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Petunjuk pelaksanaan 
Undrulg-undang NomoI' 8 Tabun 1981 tentang Hukum Ac31'a Pidana 
(Lembaran Negru-a Tahun 1983 Nomor 36, Tarnbahan LembaraIl Negara 
Nomor 3258); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tallun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lemb31'an Neg31'a TallOn 200 NomoI" 119, Tambahan Lembaran Negara 
NomoI' 4139); 

8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tabun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ; 
9. Peraiuran Menteri Dahill NegeIi1i Nomor 8 Talmn 1977 tentang PelaksaIlaan 

Pendaftanm Penduduk ; 
10. Peraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor lA Tabun 1995 tentang 

Pellyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerrulgka Sistem Informasi 
Manajemen Kependudukan ; 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten aerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 14 
Tahun 1996 tentang Penye enggaraan Pendaftaran Penduduk dalam 
Kerangka Sistem Informasi M ~emen Kependudukan ; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten asikmalaya Nomor 07 Tabun 2000 tentang . 
Tata Cara dan Teknik penyu,an Rancangan PeraturaD Daerab ·Kabupaten 
Tasikma1aya; 

13. Peraturan Daerah Kabupate~asikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Organisasi Pe kat DaerahKabupaten Tasikmalaya ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten asikmalaya Nomor 4 Tabun 2002. tentang 
Penyidik Pegawai Negeri SiPilj. 

Dengan perset 'uan 

DEWAN PERWAKILAN 
KABUPATENTAS 

PERATURAN DARRAH 
REIRmUSI PELAYANAN P 

Pasall 

ATEN TASIKMALAYA TENTANG 
ITAN KARTU· TANDA PENDUDUK 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daemb adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; . 
b. Pemerintah Daerah adalah KepalaDaerah beserta per gkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 
c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya; 
d Dinasadalah Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya; 
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependuduk Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Tasikmalaya ; 
f. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara donesia (WNI) maupun orang Asing yang 

bertempat tinggal tetap di dalam wilayah NegaraRep lik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

g. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan data penduduk akibat terjadinya kelahiran, 
kematian, perpnidahan, kedatangan, perubahan statu kewarganegaraan, status kependudukan dan 
mutasi biodata;.. . 

h. Kartu Tanda Pendudukyang selanjutnya disingk KTP adalah Kartu sebagai bukti diri 
(legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah N garaRepublik Indonesia; 

1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda P nduduk,. yang selarYutnya disebut Retribusi 
adalah pembayaran alas penggantian biaya cetak K yang khusus disediakan dan atau diberikan 

. oleh Pemerintah Kabupaten lintuk kepentingan w masyarakat; 
J. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran re ibusi;· . 
k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertent yang merupakan batas waktu bagi w~ib 

retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pe cetakan dan atau penerbitan Kartu Tanda 
Penduduk; 

l. Surat Ketetapan Retribusi Daerall, selanjutnya di ingkat SKRD adaIah sural ketetapan yang 
menenttikan besamyajumlab retribusi yang terutailg . 

m. Surst Tagihan Retribusi D~ah, selanjutnya disin STRD adalah surst untuk melakukan tagiban 
retribusi dan· atau sanksi administrasi berupa bung&. d stau denda; , 

n. Penyidik adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabst Peg wai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya yang· diberi· wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketent pidana. 
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BABII 
NAMA, OBJEK DAN SUBFK RETRillUSI 

Pasru 2 I 
(1) D~ngan nama R~tribuBi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dipungut retribQSi stas 

jasa peJayanan sebagai pengganti biaya cetaJe Kart~ Tanda Penduduk yang disediakan dan/aiau 
diberikan oleh Dinas untuk kepentingan warga masy:takat. 

(2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penerbit:fu Kartu Tanda Penduduk yang disediakan 
dan/atau diberikan oleh Dinas. I 

(3) Subjek Retribusi adalah setiap penduduk sebagai warga masyarakat yang telah menerima. 
. pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk. I 

BAB III 
GOLONGAN RE1RIBUSI 

. Pasa13 I 
Retribusi Penggantian Biaya CetakKartu TandaPenduduk digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum 

I 
BABIV I 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

' . ' ' Pasal4 I . 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada pelayanan dan jumlah Kartu Tanda Penduduk yang 
dicetak I 

. ·BABV I 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM P~TAP AN STRUKTUR DAN 

BESARNY A T ARIP RlETRIBUSI 

Pasa15 

Prinsip dan sasaran daJam pe~etapan struktur dan besam~a tarlf retribusi adaJah untuk peiayanan dan 
penggantian biaya cetak atas penerbitan Kartu Tartda Penduduk dengan mempertimbangkan 
kemampuan masyarakat. . 

BAB VI I 
S1RUKTUR DAN BESARNY A\ TARIF REIRffiUSI 

Pasal6 

(1) TarifRetribusi ditetapkan sebesar Rp. 4.500,- (empat t bU limaratus rupiah) 
(2) Pengaturan dari pungutan retribusi sebagaimana dir.1 aksud pada ayat (1) pasal 

sebagai b~rikut : 
a. Disetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 1.800,-
b. Biaya cetaJe Btanko KTP sebesar Rp. 600,-
c. Operasional Dinas sebesar Rp. 500,-
d. Operasional Kecamatan sebesar Rp. 1 000,-
e. InsentifDesa sebesar Rp. 600,-

BABVn 
WILAYAHPEM 

ml ditetapkan 

Retribusi yang terutang ·dipungut di Daerah tempat pelay an penerbitan Kartu Tanda Penduduk. 
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BABVrn 
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAY ARAN DAN PENYETORAN 

RETRIBUSI 

Pasal 8 

(1) Retribusi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD stau dokumen lain yang 

~~~*~ . I 
(2) Retribusi yang terutang dipungut oleh Bendaharawan lPenerima padaDinas. 
(3) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh KepalaDinas kepadaBupati. 

Pasal 9 

(1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan sekaJigus lunas. 
(2) Hasil pemungutan retribusi disetor ke· Kas Daerah. I 

. (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

BABIX 
MASA RETRIBUSI DAN SAA T RETRIBUSI TERUT ANG 

Pasal 10 I 
Masa Retribusi untuk Pelayanan Penerbitan Kartu Tandr Penduduk adalah jangka waktu berlakunya 
Kartu TandaPenduduk selama 3 (tiga) tabun. . 

. . 

BABX 
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

I 

Pasalll 

(1) Bupati dapst memberikan keringanan, pengurangan dan/stau pembebasan retribusi. 
(2) Pemberian keringanan, pengurangan danlatau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) 

pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. 
(3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan danlatau pembebasan retribusi diatur dan ditetapkan 

lebih lanjut oleh Bupati. I 
BABXI 

KETENTUAN PEr UTUP 

Pasal12 

Dengan berlakunyaPeraturan Daerah ini, makaPasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraiuran Daerah 
Kabupatim Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi penggantian · Biaya Cetak Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Penduduk dinyat4an tidak berlaku. 

Pasal13 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut 
oleh Bupati, kecuali yang menyangkut teknis pelaksaAaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh 
Kepala Dinas. 

. Pasal14 I 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap ortlllg dapat mengetahuinya, mem,rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalanl Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Ditel:apkan 
Pada Tanggal 

: Tasikmalaya 
; 12 Mei 2003 

~ ..... Ao.;.,TI::..: T ASIKl\IIALA Y A 

J~ 

Drs, H. T. F ARHANUL HAKIM, MPd 

Diundangkan di Tasikmalaya 
Pacla Tanggal 13 Me' 2 3 

Drs. ACHMAD SALEH K 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010055 107 

LEMBARANDAERAHKABUPATENTASIKMALAYA 
TAHUN2003NOMOR 1 SERlE 
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